
SALINAN

BT'PATI IIEDIRI

PROVIilSI .IAWA TIMI'R

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 10 peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Xetiiri ii,eurizran Daurah ifubupaierr iietiiri Tairurr 2Oi6
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala

Bagian Organisasi tanggal 22 September 2O16 Nomor

06l1266/4L8.33/2016 perihal Usulan pembentukan

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tllgas dan Fungsi serta Tata Ke4'a Organisasi
Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September

2016 Nomor 06l/268/418.3312OL6 tentang Rapat
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri
'Ip,1+al-r., I/aAtIAttL-r. _Qusrtn:l1r Or4.rnicoci Ilraian T\tdac llan_v'i 

ii\;-:-iiaJ'1. .-':aija: i:. j.-r::.:.:,t

Fungsi serta Tata Kerja Organisasi perangkat Daerah, maka
perlu mengatur Kedudukan, Susunaa Organisasi, Uraian
T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pendidikan

Kabupaten Kediri;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi
^^r^ ,tr^r,^ IZ^-..i ^ T\.1-^^ t1^-t.tI:t-^- r/-1^.--^.^- r?,^J.:-:.o\,r La. rata. !rr,rJs. u[ras ^a..ruts.a.LLrr lrlr,ullr,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

iiegu'a (i,errbareur iieta-a Repubiik irrdtmesia Tairun 2O03

Nomor 47, Tanlrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Ulcieurg-Ultiaurg iioruur i 5 Tairun 2OO4 teuia.lg
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

b.

Mengingat : 1.

2.

a

Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Fernerirri-airam Daerah (i,embzu-aur ir'egara Repubiik inrj<rnesia

Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O14 Nomor 6, Tambahan trmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6.

7.
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tatnbahan Irmbaran Negara
n^-.-'t^'t:t- r-.I ^-^^l^ l\r^*^- tr Eorr\ ^^L^ -^j* ^- ^ L^L^-^-^ t-^1:rrrlr\zxlora, rr\rutt-^ !r\_r(, , , or,ua,Salrrroura, vr/rrLr o,l,a, h.a,u

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara

Rupubiik iutitrnesia Tairun i994 iiorrtn 22, Tami:airal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2OlO (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Fcngeiuiaaur Xeuangar Daertrir (irrr baral iiegar a Rrpubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O05 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Rupubiik intitlrresia ii<-nntrr 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20i i .iurrtang Furrrberrlukal Fsr ai.ura.n Feruruiarrrg-urlri.errrgan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

199);

Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9.

10.

11.

t2.

13.

14.
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
'n^L.-- /l1tt e f,r^*^- < tr^*L^t-^- r ^*t-^--- n^^-^Lr ctrtt{l1 rrrJr,'rlrl t amrtJcl' rd,rr t-t\zLLLt)4tcLaL ua.i.'l0,rr

Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasai i
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Sekretaris Daerah adatah Sekretaris Daerah Kabupaten
(ediri-

5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah
Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Kediri.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Disdik.

3. .iabaianr Furrgsiurrai adaiair keciuriuiran yarrg uruuutg'ui<k an
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi keahtian danlatau ketrampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.



BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
111 r'\id,{il, *^-.-^1.^- ..--..- -^I^1,- aaaa*ia+^1..^-

daerah di bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan

daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

(2) Disdik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
i-rawair rizur ber i-anr6gurr6 jawai; kcpatia Bupaii rrrciaiui

Sekretaris Daerah.

(3) Disdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu Bupati melatsanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

(4) Disdik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud
patia ayai (3) urerrycicrrggarakanr iurrg,s-i :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan,

kepemudaan dan olahraga;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di

bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

c. pelaksanaan dibidang pendidikan, kepemudaan dan

olahraga;

d. perrutrri.:euarr, eraiuasi tiarr pciapularr ai-as 'trrclaksanraau

dibidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang

pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

f. pembinaan penyelenggaraan di bidang pendidikan,

kepemudaan dan olahraga;

g. pembinaan UPID;

ir. puiair.sturaau-L auiurirrisir asi di i:itlitr6 perrtiitiikarr,

kepemudaan dan olahraga daerah;

i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara

periodik kepada Bupati; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(i) Susunal Organr.isasi Disdik ierdiri ai-as:

a. Kepala Dinas;
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b. S ekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Baglan Keuangan; dan
a cr,,L D^;^- Tr^--.--^,--^- rl-^-^-

c. Bidang Pendidikan Anal< Usia Dini, Pendidikan

Masyarakat, Pemuda dan Olahraga membawahi :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan

3. Seksi Pemuda dan Olahraga.

d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :

i . Scksi Sekoiair Dasar';

2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan

3. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar.

e. Bidang Ketenagaan, membawahi :

1. Seksi Guru;

2. Seksi Tenaga Kependidikan; dan

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karir.
'i. tsitiang Sau ama Fr asau ana", Fasiiit-:rsi dan

Pengembangan, membawahi :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah

Pertama; dan

3. Seksi Fasilitasi dan Pengemb€rngan.

g. UPTD; dan

ir. Keicmrpok iabaizur Fungsicrrrai.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub

Bagiam yalg bcrada rii i:awair riar:r i.u.Langgulg jawab

kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang.



(1)
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Pasal 4

Bagan Organisasi Disdik tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

ScirreLlriai

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-

bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan

administrasi umum, keuangan, sarana prasarana,

ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Ulluk rlciaksamakall i-ugas sciragrirnana <iiruairsud pada

ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rancangai kebijakan dinas;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang

dan UPTD;

c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan

sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan

dinas;

pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan

pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana

prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan

kelembagaan;

pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan bidang pendidikan, kepemudaan

tiartr uiaiu aga;

pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat,

kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan

perpustakaan;

pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;

pengoordinasian penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) kegiatan dinas;

perry usunarr prtriii dirras; rian

pelaksalaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

d.

e.

c.

h.

i.

j
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Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan
r,^--^.;-^- r^- ^'t-^.^^l:^j -^--^t^t^^- _,*^Lua,rr L^-lri-uror, Pr/r6lrt,ra,4tt rxltr6a,a1 1\l1a1arr

tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset,

penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan

dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi

kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi

kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

rneiakukan pengeioiaan rjan penyiapan i-rairan

pelaksanaan verifikasi, penatausahaaa, perbendaharaan,

dan pembukuan keuangan, urusan al<untansi dan

pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tangigapan

pemeriksaan.

Kepala Sub Bagtan Penyusunan Program mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program

tiam anggan arr, pernal i-a.uan, peugeir;iaan sisivrrr ilrfr-lrmasi,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan

anggararl.

Bagtan Kedua

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Masyarakat, Pemuda dan Olahraga

Fasai 7

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Masyarakat, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam lingkup pembinaan,

pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan belajar

mengajar; penerapan kurikulum; pembinaan dan

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,

swri-a penirrgkai,an kuaiiirts riarala tiaur 1rra.s"trarra

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan

Masyarakat (Dikmas).

(21

(3)

{1)



(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Pemuda dan
/-\l^L-^ -- * ^^--^1^- -*^ -^1 -^ - t-, - -^a .\rrarlr a6,a. a-n!a-rr rLrrr6er .

a. penyusunan program ke{a jangka pendek, menengah

dan panjang;

b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

kegiatan dalam lingkup bidang Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas),

Pemuda dan Olahraga;

c. perrdaiaam penyeierrtg,araan kegiai;rn bitiang

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan

Masyarakat (Dikmas), Pemuda dan Olahraga;

d. pembinaan teknis dan peningkatan mutu
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Pemuda dan

Olahraga;

e. pvnyaiulam tian perrgeiuiaarr subsitii tiarrirzuri-uan

bidang Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat

(Dikmas), Pemuda dan Olahraga sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap

pemanfaatan subsidi dan bantuan yang disalurkan;

g. pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait dalam

raurgka perringkaian iririamg Anak Usia Dini (FAUD),

Pendidikan Masyarakat (Dikmas), pemuda dan

olahraga;

h. penyusunan .iuklak penilaian hasil bela'jar dan evaluai

pelaksanaan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan

Masyarakat (Dikmas) dan pendidikan kesetaraan;

i. pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi

urrtuk lrclgeioiaarl i,,lruk Usia Dini (FAUD), Fvntiiciikarr

Masyarakat (Dikmas), pemuda dan olahraga;

j. penyusunan laporan

pelaksanaan tugas bidang;

pertanggungiawaban
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

bidang Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat

(Dikmas), pemuda dan olahraga; dan
..-r^1,-^..^^- ^S*:-:^t-^^: .l-- a^a- -,^^l-^ D:J^-* A--l-
Pr-ra.rtEa-rra.a1a (a([uulrol-r asl (rtrll ratl9a, !.oa!rra. ,,!ra,u6 .arr,a,t\

Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas),

Pemuda Dan Olahraga.

Pasal 8

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

rrrumrpunyai iugas rneiaksarrairan sy'uagian iugas rirrrr

fungsi bidang Pendidikan Anak Usia Dini dalam lingkup

pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

kegiatan belajar mengajar; penerapan kurikulum;
pembinaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan; serta peningkatan kualitas sarana dan

prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

mempunyai tugas sebagian tugas dan fungsi bidang

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan
rr^^.,^-^1,^+ /n:l-^-r D^-^,-J6 '.1^* r)l^L-^-^ A^1^^!vra6J.!.d\qL lsrlslrssr, vr.uar46e uqJ.ura

lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian

terhadap kegiatan belajar mengajar; penerapan

kurikulum; pembinaan dan peningkatan mutu pendidik

dan tenaga kependidikan; serta peningkatan kualitas

sarana dan prasarana Dikmas.

Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas

rrrciaksanakal sebagian tugas cian fungsr iririarrg

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan

Masyarakat (Dikmas), Pemuda dan Olahraga dalam

lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan

evaluasi kegiatan pemuda dan olahraga.

(21

(3)



Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 9
/ MI-+a',!r Dil.-_ D-_J:1.:r-^_ r-r^^^_ _^.--,,-,-^:\ a, rJrr.tarr6 liruiirPiiirJ iai aii5iiii

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam

lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian

terhadap kegiatan belajar mengqjar; peserta didik,
implementasi kurikulum; pembinaan dan peningkatan

mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayaL ii), iiepaia tsiciang Fentiiciikan Dasar

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program ke{a jangka pendek, menengah

dan pan-iang.

b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOp)

kegiatan dalam lingkup pendidikan dasar;

c. penyusunan kalender pendidikan;

d. pengp'ioiaant izit pcrirlirian, pernirinaa;r ti-an

pengembangan kelembagaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

e. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan

kesiswaan baik akademik maupun non akademik;
f. penyusunan juklak dan juknis pengelolaan peserta

didik dan kegiatan kesiswaan;

g. puruirinaan, psrlgawasan dan pengentiaiian terhaciap

kegiatan belajar mengajar dan penerapan kurikulum
pada tingkat pendidikan dasar;

h. pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik
baru, dan mutasi peserta didik;

i. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan
sataram pendidikan dasar ;

j. pendayagunaan Pengawas Sekolah dalam rangka
peningkatan mutu pendidikan dasar;

k. pengelolaan subsidi dan bantuan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

t1



t2

peningkatan kapasitas dan kinerja pendidik dan tenaga

kependidikan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pclairSanaan "pcrrdidikan tiasar';

pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka peningkatan mutu pendidikan dasar; dan

-^l-l--^n^^6 6,{'h.:-i-+r6-: ,{-- +^+a ,,^^L^ E!;l^--
l rc.^9cg:qcur quurar.r!.ru eira u.gr uigqjra e,u<ur6

Pendidikan Dasar.

Pasal 1O

Kepala Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang

Pendidikan Dasar dalam lingkup pembinaan, pengawasan
.r^- -^-^ -l^l:^- +^-t^^,.1^- 1.^;^+-- L^I-.:^- 

-^--^:--.
implementasi kurikulum; pembinaan dan peningkatan

mutu pendidik dan tenaga kependidikan; kelembagaan;

penanganan subsidi dan bantuan sekolah dasar yang

terkait langsung dengan kegiatan akademik.

Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang

rerrulrllKeul L,aseu (rararrr ffrBl(up pgrflurflaeut, pefrtzrwallafl

dan pengendalian terhadap kegiatan bel4iar mengajar;

implementasi kurikulum; pembinaan dan peningkatan

mutu pendidik dan tenaga kependidikan; kelembagaan;

penanganan subsidi dan bantuan sekolah menengah

pertama yang terkait langsung dengan kegiatan akademik.

Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai

i"ugas rneiaksarrakan seiragian Lugas dan fungsi Lritiang

Pendidikan Dasar dalam lingkup pembinaan, pengawasan

dan pengendalian terhadap kegiatan peserta didik dalam

bidang ekstrakurikuler dan kesenian, pen.rngan,rn subsidi

dan bantuan peserta didik Pendidikan Dasar.

n.

(1)

(2)

(3)



t3

Bagian Keempat

Bidang Ketenagaan

Pasal 1l
/lI I.z^--l- E:l^-- tl^.^-^-^^- 

-^--,.--,^.:\ r, rr\-Pa.rd. l.,ruorrS hL LL Ua,Sa.d.r r rrilrrrl,''rrrJar Lu6,a.o

melaksanakan sebagran tugas dan fungsi dinas dalam

lingkup perencanaan, pengadaan, pembinaan, pengawasan

dan pengelolaan ketenagaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Ketenagaan menyelenggarakan

fungsi :

a. perry usunarr Txutrarr kerja jangka penciek, rrerrengair

dan panjang;

b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

kegiatan bidang ketenA ga4n;

c. perencanaan formasi kebutuhan, penataan dan

penempatan, serta pembinaan pegawai;

d. penyiapan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji

irsrkaia, iz;irt cu'i, lzirr b.ulajar I iugas lrciajar', rn uiasi,

pemberhentian, pensiun, Kartu Pegawai, dan ujian

dinas dan penyesuaian ijazah Pegawai Aparatur Sipil

Negara;

e. penyusun€rn Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan

pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Aparatur

Sipil Negara;

i. perrgeioiaan dam pengusuian peruirerier lrcrrghar Baan

pegawai berprestasi;

g. pengelolaan subsidi dan bantuan pegawai sesuai

peraturan perundang-undangan;

h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan-

peraturan kepegawaian ;

i. pengelolaan sertilikasi guru;

j. pengeiuiaan Gulu tian Tunaga iiepenriitiiiran iCT(i
Pembelajar;

k. pengelolaan Uji Kompetensi Guru dan Tenaga

Kependidikan (GTK);

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

bidang; dan
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{2t

(3)
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m. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang

Ketenagaan.

Pasal 12

Kupaia Seksi Guru rnernpunyai iugas treiakszrrakan

ss[agran tugas dan fungsi bidang Ketenagaan dalam

lingkup perencanazrn, pengadaan, pembinaan, pengelolaan

gum.

Kepala Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang

Ketenagaan dalam lingkup perencanaan, pengadaan,

peuririnz r, pengeitriaal Lenaga keprentlidikan.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karir

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

bidang Ketenagaan dalam lingkup pembinaan,

pengembangan dan pemberhentian pegawai.

Bagian Kelima

tsitiang Sanana prasararra, Fasiiilasi tian Fengerni.rarrgarr

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Sarana Prasarana, Fasilitasi dan

Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi dinas dalam lingkup perencanaan,

pengadaan, pemeliharaan dan pengadministrasian sarana

dan prasarana pendidikan dasar dan pelaksanaan bantuan

Anggzuam Feldapzri-ztn tian tseianja Der ah (AFBDi uniuk

pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan

layanan khusus, dewan pendidikan dan madrasah diniyah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), Kepala Bidang Sarana Prasarana, Fasilitasi dan

Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja jangka pendek, menengah

tian paniang;

b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

kegiatan bidang;
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c. penyusun€rn kebljakan teknis terkait dengan

perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan

pengadministrasi sarana dan prasarana pendidikan
l^^--.

d. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasar€rna

pendidikan dasar;

e. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana

pendidikan dasar dan pemenuhannya minimal sesuai

Standar Pelayanan Miniman (SPM);

f. pemantauan kondisi sarana dan prasarana pendidikan

tiasan, koorriirrasi per4ziapan tial peugatiaan, tiisiribusi

dan pemelih araan / perawatan sarana dan prasarana

pendidikan dasar;

g. pemberian bimbingan teknis peng,gunaan,

pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana,

fasilitasi, dan pengembangan ;

h. pengelolaan subsidi dan bantuan terkait dengan sarana

dam prasa.r'arra scsuai praiuran pcrurrtiang-unrialgan;

i. pengelolaan subsidi dan bantuan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Derah (APBD) untuk pendidikan

menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan

khusus, operasional dewan pendidikan dan madrasah

diniyah;

j. penyusunan laporan seksi;

k. penyiapeur bairarr cian peiaksanaan uronituring, evaiuasi

dan pelaporan sarana prasarana pendidikan dasar dan

pengelolaan subsidi/bantuan Anggaran Pendapatan

dan Belanr'a Derah (APBD) untuk pendidikan

menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan

khusus, operasional dewan pendidikan dan madrasah

diniyah; dan

l. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang

Sarana prasarana, Fasilitasi dan Pengembangan.
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Pasal 14

(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
o--^-^ li^^:l.ir^-: ,l^- at^--^*1-^--^- l-1--}Jalajr1a 1:rr asaIa.rla., traa,r 131ai6rra1fira.11Ecur "t1cl:1a.1a1

lingkup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan

pengadministrasian sarana dan prasarana sekolah dasar.

(2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah

Pertama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi Sarana prasarana, Fasilita.si dan Pengembangan

dalam lingkup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan

pengatiminisirttsian sararra dam prasararra sektriah

menengah pertama.

(3) Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengembangan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang

sarana prasarana, fasilitasi, dan pengembangan dalam

pendataan, perencanaan, penyaluran bantuan monitoring

dan pelaporan bantuan.

Pasal 15

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas

dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

(1) UPTD merupakan

Disdik.

BAB IV

UPTD

Fasai i6
unsur pelaksana teknis operasional

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah

dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

D.aiarn rrrciaksanaian i-ugasnya, UPTD rrreriyeienggauairan

fungsi :

a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang

operasionalnya;

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
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Pasal 18

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian t\rgas
dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati
.^-^^- "l:.-.:

Pasal 19

UPTD Pendidikan terdiri dari :

a. UFID Fsntiitiikrrn TI( tian SD;

b. UPTD SMP;

c. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

UPTD Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

KELOMFOK JABATAii FTdi+GSiG NAL

Pasal 2O

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang diangkat oleh Bupati.

.iunis jerrjang ti:rrr j u:ti-iah jai:xriarr diiciapkarr

oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerl'a,

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlalu.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21
.Eaiann rneiai<sanairan iuggs poktrk tian frrngsirrya, i(ip,aia

Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,

Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan

Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah

Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai

dengarr itigas prriroirrSra rrrct:sing-rninirrg.

(1)

(21

(1)

(21

'to,

1r,
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Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkahJangkah yang diperlukan.
Q6+i^- ---:6-j- ^^+rr^- ^r^6*l-^-: L.ar+^---,-a .ia..,^L.

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya.

Se'riap purrrirrr1rirr sai:u'irr rrrgmriszitri rrrvrrgiinrii daur

mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab pada ata*nnya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat

waktu

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunalan

sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada

atasan, tembusal laporan disampaikan pula kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

hubungan ke4'a.

BAB VII

PEiiGA.i+G+GTAi,i DAI{ PDMBERHEiifr Ai'i

DALAM JABATAN

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,

Kepafut Seirsi, tiarr i(qraia iiF"D diaflBirzd tian diirrirerrijkztrr

oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi

syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pa*ai 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD dengan

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T[rgas dan Fungsi

serta Tata Kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini

diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

Peraturan Bupati tentang UPTD yang baru ditetapkan.

(21

('r,

(s)

(6)
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
D^-^+.,-^- D.,--.: l.^: l:-,.-,,- L^-.l^^--l-^- Lr^.^ r_\:-^^ l^-:

Kepala Bagran Organisasi tanggal 22 September 2O16 Nomor

06l/2661418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian T\rgas dan Fungsi Serta Tata Keg'a Organisasi

Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016

Nomor O6ll268/4L8.3312O16 tentang Rapat Pembahasan

Rarn:'angar ftraLuran tsupcrti i(airupeten i(txiiri ierriang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil

peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Ke{a Organisasi

Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta

mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku

gtgltE[l lraua artTruan zu 1 , .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 9 -11-2016
BI'PATI NEI'IRI,

tid
HARYAITTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal 9 -ll-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

iiititi'i A ii,iiriirlii ilAiiui^lDri i\iiiiria1 l arfrlJ rr t\r 1t rr\ rlr\r1\''?1,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum



LAMPIRAII : PERATURANBUPATIKEDIRI

NOMOR 40 TAHUN 2016

TANGGAL: 9-11 - 2016

BN,GAN ORGAhIISASI
orNASIENpllllKAN

,

Salinan sesuai denspn aslinya
A.N, SEKRETARIS DAERAH
Aslrten Adminlstr{li t mum

BUPATI KEDIRI,

t6

HARYANTI SUTRISNO

I

I(EPALA ETINAS

ITIDANG
SARANi \ PRASARANA,

FAS LITASI DAN
PENCiEMBANGAN

BIOANG
PENC DIKAN OASAR

ANAK USIA D NI,

PENDII)IKAN MASYARAK}T'
PEMLDA DAN OLAHRAG,\

SEKSI
FAS LITASI DAN

PENC)EMBANGAN

SEKSI
PEMTIINAAN DAN

PENGEMBANGAN KARIR

SEKSI
KESISWMN PENDIDIKAN

DASAR

SEKSI
PEMUPA DAN OLAH RAGA

SEKSI
SARANA C)AN PRASARANA

SEK(ILAH DASAR

(


